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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan uraian pada bab II dan III, maka dapat disimpulkan: 

1. Pelaksanaan ekskusi pengosongan objek hak tanggungan dapat dilakukan 

untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan manfaat hukum bagi 

pemenang lelang yang berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum 

tetap, akta pemberian hak tanggungan yang telah dilakukan pelelangan objek 

hak tanggungannya oleh balai lelang melalui bantuan pengadilan dan aparat 

penegak hukum diwilayah objek hak tanggungan berada dengan menerapkan 

dasar-dasar hukum yang diatur dalam UUHT, PMK Nomor 

106./PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 93/PMK.06/2010 

dan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 

2. Upaya hukum yang dapat diberikan kepada pemenang lelang yang beritikad 

baik untuk mendapatkan hak-haknya atas objek hak tanggungan yang telah 

lunas dibeli dari balai lelang adalah pengadilan negeri setempat melaksanakan 

eksekusi pengosongan terhadap objek hak tanggungan yang masih dalam 

penguasaan debitor yang beritikad tidak baik dengan meminta bantuan 

penegak hukum lainya yang dilaksanakan oleh jurusita pengadilan dan 

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang cakap untuk itu setelah permohonan 

eksekusi dari pemenang lelang dikabulkan oleh ketua pengadilan negeri 

setempat, surat penetapan pelaksanaan lelang telah diterbitkan oleh 

pengadilan, surat pemberitahuan dilaksanakannya eksekusi pengosongan telah 
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disampaikan kepada pihak tereksekusi dan pemenang lelang telah lunas 

membayar panjer perkara pelaksanaan eksekusi di pengadilan. 

B. SARAN 

1.   Pelaksanaan eksekusi pengosongan harus didasarkan pada putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap, akta pemberian hak tanggungan oleh kreditor atau 

pemenang lelang yang telah menebus objek hak tanggungan tersebut dari 

kreditor untuk itu, supaya menyarankan agar eksekusi pengosongan sesuai 

prosedur sehingga peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara 

tegas, sehingga ada kepastian hukum kepada pemenang lelang. 

2. Upaya perlindungan hukum yang diberikan bagi pemenang lelang yang 

beritikad baik  adalah ditetapkan batas waktu yang lebih singkat oleh ketua 

pengadilan negeri setempat agar juru sita pengadilan apabila melebihi batas 

waktu tersebut, maka  dibantu oleh aparat kepolisian setempat agar hak-hak 

pemenang lelang terpenuhi dan pelaksanaan eksekusi pengosongan  objek hak 

tanggungan  jangan  sekali-kali ditunda.  Disamping itu, perlu diperhatikan 

warga sekitar objek hak tanggungan, artinya pada saat pelaksanaan eksekusi 

dan dilakukan pemaksaan kepada debitor yang masih mendiami objek hak 

tanggungan untuk keluar harus memperhatikan norma-norma yang kesopanan, 

kesusilaan, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat sekitar sehingga para 

pelaksana eksekusi dengan leluasa dapat melakukan tugas dan berlangsung 

dengan baik.   
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